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Jakarta, 16 Januari 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan 
Putusan Pengujian Materiil Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) terhadap Undang-Undang Dasar Republik 
Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Selasa (16/01), pukul 13.30 WIB. Permohonan dengan 
nomor perkara 67/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Leonardo Siahaan yang merupakan seorang 
karyawan swasta. 
 
Leonardo menguji Pasal 4 ayat (1) huruf a yang menyatakan, “penggantian atau imbalan 
berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, 
tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk 
lainnya termasuk natura dan/atau kenikmatan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;” 
 
Leo berpendapat bahwa fasilitas kesehatan atau biaya pengobatan telah diasuransikan oleh 
perusahaan. Dulunya, masalah fasilitas kesehatan atau biaya pengobatan menjadi tanggungan 
perusahaan dan karyawan tidak bisa untuk membayar masalah ini sebagai obyek pajak dan bukan 
dikategorikan obyek pajak. Menurutnya, gaji dari pemohon nantinya akan terkuras karena 
membayar pajak seperti itu. Maka sebetulnya fasilitas kesehatan dan biaya pengobatan itu 
merupakan hak dari pekerja. Namun sekarang dijadikan sebagai objek pajak. Leonardo 
mempertanyakan mengapa fasilitas kesehatan dimasukkan ke dalam objek pajak penghasilan. 
 
Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 4 ayat (1) huruf a UU HPP bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak Mempunyai Kekuatan 
Hukum Mengikat sepanjang tidak dimaknai: imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan suatu 
fasilitas dan/atau pelayanan kecuali Fasilitas kesehatan dan berobat Pegawai disediakan pemberi 
kerja, diantaranya berbentuk biaya berobag pegawai dibayar pemberi kerja langsung ke rumah 
sakit. 
 
Dalam sidang Selasa (19/09/23) Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak 
Kementrian Keuangan Republik Indonesia, Iwan Djuniardi, menjelaskan keberadaan Pasal q quo 
telah mengatur natura dan/atau kenikmatan dengan jenis atau batasan tertentu dikecualikan dari 
penghasilan yang dikenakan pajak sebagai wujud keberpihakan negara terhadap pegawai yang 
berpenghasilan menengah ke bawah. (FY) 

 
Tentang Mahkamah Konstitusi 
Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan 
ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.Mahkamah 
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Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, 
dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan 
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